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Skripsi ini membahas mengenal kebijakan Pgjak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api
barang. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta
api barang yang berlaku di Indonesia, implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012, dan alternatif
kebijakan PPN dalam rangka mendorong perkembangan industri perkeretaapian Indonesia. Metode
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan
dalam teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 1983 kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api
barang mengalami perubahan-perubahan. Masalah muncul ketika tahun 2006, di mana terjadi
ketidaksetaraan perlakuan PPN antara jasa angkut kereta api dengan jasa angkut menggunakan angkutan di
jalan. Untuk menyempurnakan kebijakan jasa angkutan umum akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No.
80 Tahun 2012. Dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 diharapkan dapat mengingkatkan daya
saing transportasi nasional dan menurunkan biaya logistik.

<hr><i>Thisthesis discusses the policy of the Value Added Tax (VAT) on transport services of freight
trains. Thisthesisisraising three issues namely VAT policy on the delivery of transport services of freight
trains which appliesin Indonesia, the implications of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012 and the
policy alternatives in order to encourage the development of the rail industry of Indonesia Methods his
study used a qualitative approach, with descriptive object and the techniques of data collection through field
studies and literature studies.

The results showed that from 1983 the VAT policy on the transfer of freight freight trains experienced
changes. The problem arises when the year 2006, where there isinequality between the VAT treatments of
freight by rail freight transport on road use. To improve public transport services policies the government
has issued a Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012. With the release of Peraturan Menteri Keuangan
No. 80 of 2012is expected to enhances competitiveness of national transport and reduce logistics costs.</i>
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